PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-25/DPRD/VIII/2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati membahas
dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD;

. bahwa Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2019 telah disetujui bersama antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan
dalam Berita Acara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan DPRD
yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959,

tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55870);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan
Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor
4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 140);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38
tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kutai Kartanegara
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Ke - 24 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10 Agustus 2019 tentang
Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan DPRD terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2019.




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai

tanegara Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
K vaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019, dengan
n sebagai berikut

]
)

Ay

A. Pendapatan Rp. 4.836.290.807.234,27
- Pendapatan Asli Daerah Rp. 386.133.880.026,20

- Dana Perimbangan Rp. 3.645.279.973.617,89

- Lain-lain Pendapatan vang sah Rp. 804.876.953.590,18

B. Belanja Rp.  5.398.492.697.223,70
- Belanja Tidak Langsung Rp 2.471.055.587.461,01

- Be id ja Langsung Rp. 2.927.437.099.762,69
Selisih Eu’;&zw Pendapatan Rp. {562.201.889.989,43)

C. Pembiayaan Rp. 562.201.889.989,43
- Penerimaan Pembiayaa Rp. 591.701.889.989,43

- Pengeluaran Pembiayvaan Rp. 29.500.000.000,00
Selisih Lebih Pembiavaan Rp. 0,00

D. Jumlah Rp. 5.427.992.6587.223,70
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dztc{apkaﬂ dc,ngdn

ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan ake

diperbaiki sebagaimana mestinva




